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TENTANG

PEMBERIAN 1IN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARARAT

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

o

L

bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal
diberikan kepnda masyarskat seluas-lunsnya  sebagai  wujud
partisipasi di bidang pendidikan;

buhwsa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasinyn
dalam penyclenggaraan  kursus  Pendidikan Mon Fonmal yang
diselenggamkan masyarakat terscbut yang perkembangannya tetap
memperhatikan kebutuhan masyarakat dan  kebutuhan  dunia
useho/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat
pembinaan dan  pengembangan melalui  pendaftoran  perizinan
penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal;

bahwa schubungan dengon huruf a dan b di atas maks untuk
membing kegiatan di bidang  pendidikan non formal di wilayah
Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menstapkan Kepulusan
Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten Sumecdang  fentang
pemberian  Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Undang-1J MNomor 20 mhun 2003 tenatang Sistem Pendidikan
Masional (Lemboran Megsra Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 78, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesin Womor
43015

Undang-Undang Womeor 25 tabun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 MNomor 112,
Tambshan Lembaran MNegora Repablik Indonesia Momor 5038)
Undang-Undang MNomor 5 tahun 2014 tentang Aparar Sipil
Negara{Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 20014
Momor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 tshun 2014 tentang Pemerintahan
Diaerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tuohun 2014 MNomor
744 Tambahan Lembaran Wegara Republik  Indonesia
Momor3se7), sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-lndang Nomor 23 Tshun 2014
tentang  Pemerintabon  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negary
Republik Indonesia Momaor 5589)

Undang-Undang nemer 23 tahun 2002 tentang Pertindungan Anak;
Peraturan  Pemerintnh  Republik Indonesia Momor 1% tahun 2003
tentangSiundar Nasional Pendidikan (Lembaran Megara Repubdik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 4], Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Femerintih Nomor
13 Tahun 2015 tentang Pérubshan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
MNomer 19 Tabun 2005 tentang Standnr Nasional Pendidikan

(Lembaran Megnra Hepublik
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Memperhatikan

1,

17

18,

19.

Peruturan Pemerintah Republik Indonesia Momer 19 tahua 2007
tentang Standar Pengelolann Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Persturan Pemerintall Republik Indonesin Nomor 47 tahun 2008
tentang Wajib Belnjur,
Pemturan  Pemerintal Republik Indonesin Nomor 48 tahun 2008
tentang Pendanoan  Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesiy Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
{Lembaran Negara Teohun 2000 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negarallomor 5105)  schagaimans  telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintnh Momor 66 Tahon 2000 tentang
Perubahan atss Peraturan Pemerintsh MWomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Megara Tohun 2010 Nomor 112, Taembahan
Lembaran Negara Momaor 5157);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Peloksannan Undang-Undang Momor 25 Tohun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Womor 215, Taembahan Lembaran Negom Republik
Indonesia Nomor 5357},
Peraturan  Pemerintab R:puhll.k Indonesin MWomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkntl Daerah;
Keputusan  Presiden  Nomor 25 tmhun 2000 tentang
Pemegintah dan Kewenangan Dacrah schapai
Daerah Otonom;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahon Atms Perstursn Menterd Dakan Megeri Momor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daeruh;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor @ 0602002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Persturan Menteri Pendidiksn dan Kebudavaan Nomor 69
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Strultur Kurikulum
SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan MNomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulom 20103
SMPTE:
Perauran Daerah Momer 3 Tahun 2005 tentang Pengelolasn
Pendidikan Draerzh Kabupaten Sumedzng;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 20016
tentang Pembentukon Organisasi Don  Susunan  Perangkat
Duerah Kabopaten Sumedang;
Peraturan Dacrah Momor 5 Tohun 2017 testang Uraian Tugas
Jabatan Strukiural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

Persturan Bupati  Sumedsng  Nomor | Tnhuni.ﬂl?Tmrm
Pembentukan Sugunan Organisasi dan Tata Kerja Unﬁ
Pelaksana Teknis Pada Perangkot Daerh.

Sural Permohonan [jin Penyelenggnraan Pendidikan Nonformal
dari PKBM Bani Wahhaok Nomor 01/PKBM-BW/VILL2021
tanggal 04 Agustus 2021

Akta Motaris Nomer 22 Tanpgal 14 November 2011

Sk Kemenhumham Momor AHU-0045748. AH.01.04 Tahun
2016 Tanggal 10 Desember 2016

Surat Rekomendasi Penilik Dikmas Kec. Jatinangor NMomor
421, 10793/ Diadik2021

L T TR . S



MEMUTUSEAN

Menctapkan ¢ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
Pemberian Ijin  Penyelengparaan  Pendidikan WNWon Formal Yang
Diselengparakan Masyarakat,

PERTAMA ¢ Memberi ljin Menyelengzarakan Pendidikan Mom Formal kepada lembaga
Pusil Kegintnn Belajor Masyorakot vang disslenggarakan olch mosyarakat:

Mama PEBM = PKEM BANI WAHHAARD

Jenis Perdidikan : Kesetaraan, Keaksaronn, Keeakspan Hidup,
Kewirauzahzan

Alamat : Kp. Bbk Sukamuokti Bt 02 Rw 02 Desa
Mfekargalih Kec. Jatinangoer — Kah, Sumedang

Pimpinan : AAM PURNAMA, 51

KEDUA 1 lzin Penvelenggaraan sebagaimana terscbut pada diktum PERTAMA
berfaky terkitung mulai tanpgal 04 Agusius 2021 sampai dengan tanggal
D4 Agustus 2024,

KETIGA ¢ 1. Wajib menvelenggasalan Hursus Pendidikan Non formal yang
diselenggarakon mesyarakal tersebut sedemikian rupa, sehinpga
deput memeruhi fungsi sosin! lerhadap masyarakat;

2. Wajlh mentaatl perstursn perundangan yang, berlaku atan yong akan
di tentukan kemudian;

1. Wajib mengisimkan laporan berkala sesual ketontuan menurut madel
yang ditentukan;

4. Wajib mengzjukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiza puluh)
hari sebelum izin ini bemkhir

KEEMPAT ¢ Kepuhesan ini wwlai berlaku ssjak tanggal ditetapkan, dengen ketentuan

apabila ternyofn terdapat kekelinuan atsu kesalahan didalamnya skan
dindakan perabahan sehagaimun mestinya,

Ditetapkan di  :  Sumedang

Pembina Utama Muda, IV/c
WIP. 19710401 199710 1 001

Tembusan :

I. ¥ih. Bapak Sekda Kabupaten Sumedang;

2. ¥rh, Ketun Komisi C DFRD Kabupaten Sumedng;
3, Yth, Krepala BAFPPEDA Kabupaten Sumeédang,
4, Yih, Kepala BPEA Kabupaten Sumedang;
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